PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR <.%% Thitun=200F
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG CATATAN SIPIL SEBAGAI FEJABAT

Menimbang

Mengingal

PENCATATAN SIPIL PADA BADAN KELUARGA BERENCANA,

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEM GARUT

BUPATI GARUT,

. baivwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Momor & Tahun 2006 taniang Penyelenggaraan Pendafteran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Ksbupaten Gant dan sebagai
upaya uniuk meningkatkan kelanceran pelayanan lerhadap
masyarakat dalam pencatatan perstwa penting. meka peru
mengangkat Pejabat Pencatat Sipil;

. batwa untuk maksud tersebut huruf a di ates, periu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 temtang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins: Jewa Barat
{Berita Megara Tahun 1950);

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 1874 Momor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3018);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahberaan anak

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1579 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3143);

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1852 tentang Keimigrasian

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 18382 MNomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1899 fentang Hak Azasi Manusia

(Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun 1558 MNomor 185,
Tambahan Lambaran Megara Republik Indonesia Nomor 3885);

. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak

(Lembaran Megara Republic Indonesia Tahun 2002 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);



Menetapkan °

7. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 fentang Pemernintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437)
sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor & Tahun
2005 tentang Panetapan Peraturan Pamardintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Taehun 2004 tenlang Pemerintghan Daersh menjadi
Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 108, Tambahan Lambaran Magara Rapublik Indonégia Nomor
4548);

8. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang PFerimbangan
Keuvangan Anlara Pemenntah Pusal dan Pemenniah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

9. Undang-Undang Momor 12 Tehun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Magara Republik Indonasia Tahun
2006 Momor 63, Tambahan Lambaran Megara Republik Indonesia
Momor 4634),

10 Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2008 tentang Administras:
Kependudukan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomaor 124, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
46T4]);

11. Persturan Menteri Dalam Neger Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;

12 Peraturan Daerah Kabupalen Ganul Momor § Tahun 2002 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Garut [Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garmut Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pembaeniukan Organisasi Lembaga Tekniz Dasrah (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Momaor 25):

14, Paraturan Dasrah Kabupaten Garut Momor 5 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pendafiaran Penduduk dan Pencalatan Sipil di
Kabupaten Garut (Lembaran Deerah Tahun 2008 Momor B).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENGANGKATAN KEPALA
BIDANG CATATAN SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENCATATAN SIPIL
FPADA BADAN KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAMN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan in yang dmaksudkan dangan :
1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerinigh Deerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyalenggara
pemerintahan deerah.



3. Bupati adalah Bupati Garut

4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencalatan Sipil pada Badan Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.

& Penduduk adalah Warga Negara indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah
serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
ungdangan,

&. Pencatatan Sipil adalah pencatatan perisiiwa penting vang dialami cleh sesecrang pada

register catatan sipll olsh wunit kera yang mangaiola pandaftaran penduduk dan
pencatatan sipil

7. Pejabat Pancatatan Sipd adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristwa penting
yang dalami sesecrang pada unit kera yang mengelola pendafiaran penduduk dan
pencatalan sipll yvang pengangkalanmya sesual dengan Kelenluan peralufan perudaing-
undangan.

Pasal 2
(1) Bupati mengangkat Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatalan Sipl pada
Badan Keluanga Berencana, Kependudukan dan Catatan Swpil Kabupaten Garnut.

(2) Pejabat Pencatatan Sipd sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyai tuges
melakuken pencalatan pensbiwa penting, yang meliputi ;

8. pencataian kelghiran;

b. pencatatlan kemalian,

¢ pencatatan kahir matbi;

pencatalan perkawinan;

pencatalan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama lslam;
pencatalan pengakuan anak;

pencatalan pengesahan anak,

pancatalan pangangkatan anak:

i. pencatatan parubahan nama;

j. pencataian perubahan status kewarganegaraan

To ~0 a

Pasal 3

Pejabat Pencatatan Sipl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai
kewenangan melakukan verifikasi kebenaran dala, melakukan pembukiian pencatatan atas
nama jabatannya, mancatat dala dalam register akta pencatatan sipdl, menarbitkan kutipan
akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akia-akta pencatatan sipil

Pasal 4
Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan Keluarga

Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupalen Garut wajib menyampalkan laporan
pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.



Pasal §

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Garut Momor 403 Tahun
2004 tentang Pendelegasian Wewenang Bupat Kepada Kepala Badan Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Catatan Sipd Kabupaten Garut Dalam Penandalanganan Akla-Akta
Catatan Sipd, dicabut dan dinyatakan tidak beriaku

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan,

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Lambaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 15~E-Elﬁ'0}

BUPATI GARUT

‘,.l |
Tiannd
H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 480 065 BT4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR
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